
BUPATI BANYUMAS 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS 
NOMOR 2 TAHUN 2005 

TENTANG 

\ "I 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2005 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI BANYUMAS, 

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah 
Kabupaten Banyumas Nomor 35 Tahun 2004 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah ; 

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana 
tel ah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 T ahun 1994 
(Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3569) ; 

3. Undang-undang Nomor 18 T ahun 1997 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4048) ; 



4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran 

Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3688) ; 

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 

75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ; 

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 

Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ; 

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ; 

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 

126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak 
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 

1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693) ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201 , 

Tambahan Lembaran negara Nomor 4021) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 

2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4165) ; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 T ahun 2000 

tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 07 T ahun 2000 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 

204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 T ahun 2000 t~ntang Tata 

Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran 

Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4027) ; 
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Menetapkan 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Oaerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 T ahun 2001 tentang 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor4139); 

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 T ahun 2002 

tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan 

Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan 

APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan 
Penyusunan Perhitungan APBD; 

18. Perda Nomor 11 T ahun 2002 tentang Pokok-pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Banyumas Nomor 23 seri E), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas 

Nomor 19 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Banyumas Nomor 41 Seri E) ; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 35 Tahun 

2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 1 Seri A); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 

BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2005. 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut : 

1. Pendapatan : 
a. Pendapatan Asli Daerah Rp 47.901.864.400,00 

b. Dana Perimbangan Rp 455.694.092.000,00 

c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp 21.320.000.000,00 

Rp 524.915.956.400,00 

3 



2. Belanja: 

APARATUR DAERAH 
a. Belanja Administrasi Umum 
b. Belanja Operasi dan 

Pemeliharaan 
c. Belanja Modal 

PELAYANAN PUBLIK 
a. Belanja Administrasi Umum 
b. Belanja Operasi dan 

Pemeliharaan 
C. Belanja Modal 
d. Belanja Bagi Hasil dan 

Bantuan Keuangan 
e. Belanja Tidak Tersangka 

3. Pembiayaan : 
a. Penerimaan 
b. Pengeluaran 

Rp 51 .220.522.812,68 

Rp 9.974.789.797,00 

Rp 6.192.656.200,00 

Rp 333.353.362.762,00 

Rp 37.079.171 .092,00 
Rp 47.328.487.265,00 

Rp 21 .242. 710.550,00 
Rp 2.000.000.000,00 

Jumlah Belanja 

Surplus/(Defisit) 

Rp 25.728.944.078,68 
Rp 42.253.200.000,00 

Rp 67.387.968.809,68 

Rp 441 .003.731 .669,00 

Rp 508.391.700.478,68 

Rp 16.524.255.921,32 

(Rp 16.524.255.921,32) 
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Pasal 2 

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada 
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini. 

Pasal3 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas. 

Ditetapkan di Purwokerto 

pada tanggal O 3 JAN 2005 

S!NGGil-! W!f.'J.JJT(l, SH. - ~---·-
~ilP: 500 086 J8", 

EE?.!!?. ::.:?.AH l(AfsiJPATEH t3A.11VUMP.S NOMOR .. L . 
SERL.A . .... . 
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